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BUl•AT1I li~UR 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPA.TI KAUR 
NOMOR: '35" TA.HUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAH BUPATI KAUR NOMOR 120 TA.HUN 11018 TENTANG PEUJABARAN ANGGAJRAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA D•AERAH KABUPATgN KAUR TAHON AJN'GGARAN 2019 

Menimbang 

DI~NGAN RAHl!IIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA1rI KAUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 

Tab.un 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurah.an; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalrun Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tangga1 

27 Maret 2019 tentang Petunj uk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahu:n 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasa.rana Kelurahan da.n Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Camat Kaur Selatan Kabupaten Kaur Nomor 800/87 /KS-01/KK/2019 

Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun f ••oi,,, Kll>i•.·afuii. ~
71

Alo~asi Dana Kelurahan; ·· · 9i 1
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d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Camat Kaur Tengah Kabupaten Kaur Nomor 900/77/KT/2019 Tanggal 

25 Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja pada DPA Kecamatan Kau r Tengah Tahun 

2019 Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; 

e. bahwa berdasarkan Telaahan Stal· Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor 800/35/KU/KK/2019 

Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2019 Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan; 

f. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DanaAlokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata; 

g. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Nomor 

800 /057/Paripora/KK/2019 Tanggal 05 Maret 2019 Perihal Pergeseran Anggaran DAK di Kegiatan 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwsata; 

h. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang 
Keluarga Berencana; 

i. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anal< Nomor 800-2/34/DP2KBP3A/KK/2019 Tanggal 01 

Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan 

Prasa1·ana Pelayanan KB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) B idang Keluarga Berencana 
Tahun Anggaran 2019; 

j. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nornor 

824/390.A/Disdik/KK/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Pendapatan 

Belanj a Daerah Tahun 2019 Pada Rekening Dana ALokasi Khusus (DAK) Dinas Penddikan Tahun Anggaran 
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k. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

510/ 18/DKUKM-PP/KK/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Permohonan Pergeseran Belanj a Modal 

Objek dan Rincian Objek Pada Belanja Modal; 

I. bahwa berdasarkan Telaahaan Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor 

551/63. l/Dishub/KK/2019 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal Penambahan Unit Kendaraan Pada Kegiatan 

Peningkatan Sanma dan Prasarana Transpor tasi Daerah Tertinggal dengan menggunakan DAK Affirmasi 
2019; 

m. bahwa berdasarkan Telaahan Stai Direktur RSUD Kaur Nomor 440.04/089a/RSUD-K/Il/2019 Tanggal 6 

Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Pada DPA RSUD Kaur Tahun Anggaran 2019 

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit; 

n . bahwa berdasarkan Telaahan Stai Kepala Sadan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Nomor 800/44/BKD-PSDM/KK/2019 Tanggal IO Januari 2019 Perihal Pemindahan Rekening 

Bantuan Togas Belaja.r (TUBEL) S2 daii semula 4 (empat) orang menj adi 2 (dua) orang; 

o. bahwa berdasa.rkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (2), Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, ayat (3) pergeseran antara obj ek belanja dalam jenis belanja 

berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan ayat (4) pergeseran anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang 

Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 sebagai 

clasar Pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2019; 
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p. bahwa berda.sarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahu:n 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Angga.r.an 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Pasal 4 ayat (3) pergeseran anggaran sebagaimana 

dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur 

selaln1 Koordinator TAPD dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan 

melal<ukan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD; 

q. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j ,k, I, m, n, o, 

p dan huruf q perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

Anggaran 2019 

1. Undang--Undang Nomor 9 Tahun 1967 ten tang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang--undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor3312) 

sebagairnana telah diubah clengan Unda.ng-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubaha.n atas Undang­

Undang Nomo:r· 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 62, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu nan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un.dang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang--Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3988); 
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4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tain bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomcr 10 Tahun :2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesi a Nomor. 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahart Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antm·a Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri busi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta.bun '.2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peratunm Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4 712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5165); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah 

,--~ Le.ll,ga,i~e.i:atur.an.. residen Nomor 70 Tahun 2012; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang 

Perubahn Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelola.an Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan PenjabaranPeraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Penj abaranPeraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1341); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

32. Peraturan Badan Kependudu kan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 1 Tahun 2018 tentang 

Petu njuk Operasional Peng&7'\.lnaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ta.bun Anggaran 2019; 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggru·an 
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Menetapkan 

( ( 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 

Pemba.ngunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Tahun Anggaran 2019; 

37. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata; 

38. Peratu ran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 20 l.5 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur 

Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten KaurTahun 2016 Nomor 237); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 20 l.8 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 

Nomor 253); 

41. Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur; 

42. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanj a Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 

685); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 

NGGARAN-20l.9 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bdanja Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdir:i atas: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain--Lain Pendapatan yang saJ1 

Jumlah Pe:ndapatan 

2. Belanja 

a. Belanja TidaJ< Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Sunga 

3) Belanj a Subsicli 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Basil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanj a Tidal< Terduga 

·- -
? ·~ ] .__ ___ _ 

Rp. 4 :t.573.927.867,00 

Rp. 638.164.084.000,00 

J<p. 172 .307.200.500.00 

Rp. 852.045.212.367,08 

Rp. 302.406.450.319,08 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. '.l.266.400.000,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 194.026.261.403,00 

J-<p. 500.000.000.00 

Rp. 500.199.11 1.722,08 



( 
b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang danJasa 

3 ) Belanja Modal 

3. Pembiayaan 

a . Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Belaoja 

Surplus/ (Defisit ) 

Jumlah Pembiayaan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga PasaI 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

C 

Rp. 12.635.823.840,00 

Rp. 227.455.417.517,00 

Rp. 119.854.359.288,00 

Rp. 359.945.600.645,00 

Rp.860.144. 712.367,08 

Rp. (8.099.500.000,00I 

Rp. 9.099.500.000,00 

Rp. 1.000.000.000,00 

Rp.8.099.500.000,00 

Rp. 0,00 

Ringkasan Perubahan Penjaba.ran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 tercantum pada 

Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dijelaslcan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Penda.patan dan Belanja Daerah (APBD). 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjaba.ran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih 

lru1jut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Angga.ran Organisasi Perangkat Daerah sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 3 sesua.i 

dengan ketentuan peraturan perunda.ng-undangan yang berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera turan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal l':L Apm 2019 

S11;K.RE1'ARI 
DAERAll ~ui• 

I, S.So:;;., M.Si 
Pembina Utama Madya/JV,.d 
NIP. 1969012'1 199003 1 004 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 'j-:J-V 

Ditetapkan di Bintuhan, 
pada tanggal, 1.:i- A:prix. 

~ IIUPATI KAUR, i 

, PAUSI 

20 19 


